
  
 

 
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 53 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tahun Anggaran 2022;  

 

Mengingat : 

 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 6856); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 61730); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 581); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 888); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 108); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 81 ); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9 ); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 2); 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 
2. Bupati adalah Bupati Balangan. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 
 

BAB II 
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

Pasal 2 

(1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan laporan 
realisasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022. 
 

(2) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a.  Pendapatan Daerah; 
b.  Belanja Daerah; dan 
c.  Pembiyaaan. 
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(3) Penjabaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 

sebagai berikut: 
 

 

 a. Pendapatan Asli Daerah      Rp92.767.033.520,54  

 b. Pendapatan Transfer  Rp1.686.057.079.199,00  
 c. Lain-lain Pendapatan 

 Daerah Yang Sah 
Rp6.539.410.279,00  

  Jumlah Pendapatan 
  

Rp1.785.363.522.998,54 

(2) 2
. 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah  
sebagai berikut: 
  

 a. Belanja Operasi 
  1. Belanja Pegawai Rp386.952.974.398,00  
  2. Belanja Barang dan 

Jasa 
Rp570.184.530.893,23  

  3. Belanja Hibah Rp47.703.693.560,85  
  4. Belanja Bantuan Sosial Rp4.471.225.000,00  
    Jumlah Belanja Operasi Rp1.009.312.423.852,08 

 b. Belanja Modal 
  1. Tanah Rp5.115.127.000,00  
  2. Peralatan dan Mesin Rp94.619.742.724,00  
  3. Gedung dan Bangunan Rp47.238.414.493,82  
  4. Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
Rp244.145.726.258,21  

  5. Aset Tetap Lainnya Rp652.944.850,00  
  6. Aset Lainnya Rp0,00  
    Jumlah Belanja Modal Rp391.771.955.326,03 
      
 c. Belanja Tak Terduga       Rp1.203.971.500,00  
  

d. 
 
Belanja Transfer 

 

  1). Belanja Bantuan 
Keuangan antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp0,00  

  2). Belanja Bantuan 
Keuangan 
Kabupaten/Kota ke 
Daerah Provinsi 

Rp0,00  

  3). Belanja Bantuan 
Keuangan Daerah 
Provinsi atau 
Kabupaten/Kota Kepada 
Desa 

Rp242.402.786.355,00  

    Jumlah BelanjaTransfer Rp242.402.786.355,00 
    

 

 
    Jumlah Belanja Rp1.644.691.137.033,11 
      
    Surplus/(Defisit)  Rp140.672.385.965,43 
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(3) 3

. 

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah  

sebagai berikut: 
 

 a. Penerimaan Rp131.899.986.648,54  
 b. Pengeluaran Rp50.000.000.000,00  
    Jumlah Pembiayaan 

Netto 
Rp81.899.986.648,54 

 
 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp222.572.372.613,97 
      

BAB III 
PENUTUP 

 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. 
 
 
 

Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 30 Agustus 2023 
 
BUPATI BALANGAN, 
 
        ttd 
 
 
H. ABDUL HADI 

 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 30 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN,  
 
 
       ttd 
 

 H. SUTIKNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 53 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 

 
 
 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 
NIP. 19830710 201001 1 020 


